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ABSTRAK 

 

FAJRI NUR FITRI. 2023. Analisis Penerimaan Retribusi Pelayanan 
Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten 
Majene. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 
Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh : Syamsuddin 
dan Indriana   

 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang 

diperoleh pemerintah daerah dari sumber- sumber dalam wilayahnya 
sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah. Retribusi sampah 
adalah iuran atau pungutan yang dikenakan pada pemakaian jasa 
kebersihan yang dipungut berdasarkan undang- undang. Tujuan penelitian 
ini untuk mengetahui penerimaan retribusi pelayanan persampahan atau 
kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengetahui 
efektivitas penerimaan atau pemungutan retribusi pelayanan persampahan 
atau kebersihan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode 
deskriptif kuantitatif dan analisis kontribusi. Teknik pengumpulan data 
observasi, wawancara, studi pustaka. Hasil analisis data menunjukan 
bahwa rata- rata kontribusi penerimaan retribusi sampah terhadap PAD 
111,96%, masih dalam kriteria kurang memiliki kontribusi. Pencapaian 
target penerimaan retribusi sampah kurang efektif yaitu 63,40%. Tahun 
2017-2019 dikatakan fluktuatif karena mengalami penurunan kemudian 
peningkatan. 

 
Kata Kunci: Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah. 
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ABSTRACT 

FAJRI NUR FITRI. 2023. Analysis of Garbage Service Retribution 
Acceptance at the Environment and Sanitation Service of Majene 
Regency. Thesis. Accounting Major. Faculty of Economics and 
Business. Muhammadiyah Makassar University. Supervised by : 
Syamsuddin and Indriana. 

Regional Original Revenue (PAD) is revenue obtained by local 
governments from sources within its own territory which is collected based 
on Regional regulations. Garbage retribution is a fee or collection imposed 
on the use of cleaning services that is collected based on law. The purpose 
of this study was to determine the receipt of solid waste or cleaning service 
fees on Regional Original Income (PAD) and to determine the effectiveness 
of receiving or collecting solid waste or cleaning service fees. The data 
analysis methods in this research were descriptive quantitative method and 
contribution analysis. Observation data collection techniques, interviews, 
literature study. The results of data analysis showed that the average 
contribution of waste retribution acceptance to PAD is 111.96%, still in the 
criteria of not having a contribution. The achievement of the target for 
receiving waste retribution was less effective,namely 63.40%. The year 
2017-2019 is said to be fluctuating because it has decreased then 
increased. 

 
Key words: Contribution, Regional Original Income. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kebersihan lingkungan hidup dan lingkungan kerja merupakan dua 

indikator yang berdampak pada tingkat kesehatan masyarakat. Hampir di 

setiap kota di Indonesia, berita tentang kebersihan selalu ada. Setiap tahun, 

masalah ini muncul kembali tanpa perbaikan yang sesuai. Setiap hari 

berbagai media terus mengangkat mengenai kondisi perkotaan yang masih 

jauh dari kota bersih. Ketika masih banyak sampah yang berserakan, 

seringkali dianggap tidak sejalan dengan visi kota yang mengutamakan ciri-ciri 

kebersihan, daya tarik, dan kerapian kota atau yang kita kenal dengan 3K. 

Oleh karena itu, pemerintah daerah seringkali fokus pada menjaga ketertiban, 

keindahan, dan kebersihan. (Shodikien, 2020) 

Sumber utama kebersihan Kota Majene adalah sampah. Sampah 

adalah barang lain yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat 

karena pertumbuhan populasi pasti menghasilkan produksi sampah yang 

lebih besar. Salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap kebersihan 

khususnya dalam hal pelayanan persampahan tentunya adalah pemerintah 

sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat. Namun, karena kurangnya 

kapasitas terkait masalah sampah, semua upaya yang dilakukan untuk 

menangani masalah kebersihan belum dimanfaatkan secara maksimal. 

Sumber utama kebersihan Kota Majene adalah sampah. Sampah adalah 

barang lain yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat karena 

pertumbuhan populasi pasti menghasilkan produksi sampah yang lebih   

besar. Pemerintah tidak diragukan lagi salah satu penyedia layanan 
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masyarakat. (Indriyani, 2020) 

Retribusi pelayanan persampahan merupakan salah satu cara yang 

dapat dilakukan masyarakat untuk ikut membantu mengatasi masalah ini. 

Menurut Sudirman (2003), prinsip swadana dalam pengelolaan sampah 

menyatakan bahwa iuran yang berasal dari iuran jasa kebersihan digunakan 

untuk menutup biaya pengelolaan sampah. Penyelenggaraan retribusi atas 

pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan daerah Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. 

Di antaranya, ada beberapa faktor yang mempersulit penegakan 

peraturan daerah tentang pembahasan sampah/kebersihan ini. Pertama, 

pengabaian terhadap masyarakat pengguna jasa yang membayar retribusi. 

Sering kali, konsumen masih belum mengetahui tempat mana yang dikenakan 

biaya dan mana yang tidak. Ruang publik seperti jalan, taman, rumah ibadah, 

dan area publik lainnya dikecualikan dari hukuman. Kurangnya pemahaman 

masyarakat terhadap undang-undang ini juga merupakan akibat dari 

sosialisasi yang kurang baik oleh pemerintah. Masalah kedua adalah 

kekurangan sumber daya, baik manusia maupun material dari bangunan itu 

sendiri. Tugas pelaksana kebijakan dalam skenario ini dimainkan oleh 

pemerintah daerah yang belum ada. (Trihanggo) 

Dapat dilihat dari penjelasan di atas bahwa Pemerintah Daerah 

mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan tarif retribusi 

sampah, antara lain kapasitas, masyarakat, aspek keadilan, dan efisiensi    

pengaturan pelayanan persampahan/kebersihan. Oleh karena itu, 

penyelidikan yang lebih menyeluruh diperlukan di daerah ini terkait 

penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada 
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peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan. 

Dalam rangka meningkatkan dan meratakan perekonomian dan 

kesejahteraan rakyat di daerahnya, sumber keuangan daerah diharapkan 

dapat mendukung pungutan daerah, yaitu pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin khusus yang diberikan atau diberikan oleh pemerintah daerah 

kepada orang pribadi atau badan. Dalam rangka meningkatkan dan 

meratakan perekonomian dan kesejahteraan rakyat di daerahnya, sumber 

keuangan daerah diharapkan dapat mendukung pungutan daerah, yaitu 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin khusus yang diberikan atau 

diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan. (Andriani, 

2017) 

Beberapa faktor yang menyebabkan sektor retribusi daerah menjadi 

potensial sebagai sumber keuangan daerah dari sumber-sumber lainnya, 

antara lain: 

• Retribusi dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam 

hal membiayai peneyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

daerah. Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga 

pembayarannya dapat dilakukan berulang kali. 

• Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan di luar waktu yang 

telah ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama 

pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan 

pemerintah pusat. 

• Sektor retribusi terkait erat oleh aktivitas social 

ekonomi     masyarakat disuatu daerah. 
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Tabel 1.1 PERINCIAN TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI PELAYANAN 

PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN TAHUN 2019-2022 

 
No. 

 
Tahun 

 
Target (Rp) 

 
Realisasi (Rp) 

Persentase 
 

(%) 

1. 2020 Rp. 389.880.000 Rp. 373.414.000 95,78% 

2. 2021 Rp. 520.020.000 Rp. 341.169.000 65,61% 

3. 2022 Rp. 550.000.000 Rp. 399.195.700 72,58% 

Sumber Data: Kantor DLHK Kab. Majene, Februari 2023. 

 

Sasaran tersebut diturunkan karena target Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dinaikkan, namun penerimaan dari sampah meningkat signifikan karena 

berdampak langsung pada tingkat kualitas pelayanan dan kemauan masyarakat 

untuk membayar sampah. Sebab, masyarakat akan lebih cenderung membayar 

jasa yang diberikan jika tim kebersihan memberikan pelayanan yang lebih baik. 

Pengertian pendapatan asli daerah dijelaskan dalam undang-undang nomor 28 

tahun 2009, yaitu uang yang berasal dari empat sumber: pajak daerah, retribusi 

daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Retribusi     

Daerah, retribusi daerah dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu  retribusi jasa 

umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. Berdasarkan Perda No. 

12 Tahun 2011, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya 

disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan 

persampahan/kebersihan yang khusus disediakan atau diberikan oleh 

Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi 

jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 



 
 

5 
 

  

Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh pribadi atau badan. 

Dinas Lingkungan Hidup merupakan perangkat daerah yang bertugas 

untuk menjalankan urusan lingkungan hidup. Dilihat dari keadaan retribusi 

persampahan harusnya menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), saat ini Kabupaten Majene hampir setiap hari ada truk atau motor yang 

mengangkut sampah sehingga ingin mengetahui apakah masyarakat taat dalam 

membayar retribusi persampahan kepada pemerintahan, dan ada juga orang-

orang tidak bertanggung jawab sehingga mengakibatkan pemungutan retribusi 

persampahan pemerintahan tidak maksimal. Untuk memaksimalkan PAD 

Kabupaten Majene khususnya retribusi persampahan pemerintahan harus 

mengevaluasi efektivitas penerimaan retribusi persampahan dengan maksud 

untuk melihat selama ini penerimaan retribusi persampahan sudah efektif atau 

belum. Dalam pengelolaan administrasinya, retribusi pelayanan persampahan 

mengalami kendala yaitu, anggapan masyarakat adanya pemungutan retribusi 

pelayanan persampahan ganda, tarif yang kompleks dan tidak dimengerti oleh 

masyarakat, pelayanan persampahan yang belum optimal serta biaya 

operasional pemungutan retribusi yang cenderung jauh lebih besar dibandingkan 

hasil dari penerimaan retribusi. Hal ini bahwa pengelolaan administrasi 

penerimaan Kabupaten Majene khususnya dalam pemungutan retribusi 

pelayanan persampahan masih belum tepat. Oleh karena itu, peneliti tertarik 

untuk mengkaji administrasi penerimaan daerah secara khusus retribusi 

pelayanan persampahan di Kabupaten Majene. 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka  yang 
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menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah : 

1. Bagaimanakah penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Kab. 

Majene? 

2. Seberapa Efektif penerimaan/pemungutan retribusi pelayanan 

persampahan/kebersihan di Kab. Majene? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini : 

1. Untuk mengetahui penerimaan retribusi pelayanan persampahan di 

Kab. Majene. 

2. Untuk mengetahui seberapa efektif penerimaan/pemungutan retribusi 

pelayanan persampahan/kebersihandi Kab. Majene. 

D. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang penerimaan 

retribusi persampahan khususnya di Kabupaten Majene. 

2. Bagi Kampus 

Dapat dijadikan referensi dan informasi oleh mahasiswa dalam 

kegiatan perkuliahan ataupun kegiatan lainnya. Dan dapat dijadikan 

sebagai pandangan kerja dan meningkatkan kualitas mahasiswa dalam 

membantu kinerja. 

3. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majene 

 Penelitian ini dijadikan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan 
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wawasan dan pengetahuan tentang sejauh mana analisis penerimaan 

retribusi persampahan di Kabupaten Majene. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. TINJAUAN TEORI 

1. Pengertian Retribusi Daerah 

Retribusi daerah menurut Siahan (2009) adalah pungutan yang 

dibayarkan kepada pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa atau izin 

tertentu yang diberikan untuk kepentingan orang atau badan. Menurut Perda 

No. 12 Tahun 2011, retribusi daerah adalah pungutan yang secara khusus 

ditawarkan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi 

dan usaha. Mereka digunakan untuk membayar layanan atau mengeluarkan 

izin khusus. Pembayaran yang dibayarkan oleh masyarakat atas jasa atau 

pelayanan yang diterima dari pemerintah daerah merupakan kesimpulan dari 

pengertian retribusi daerah. Jika masyarakat menerima suatu pelayanan, 

maka masyarakat akan dikenakan hukuman. Pajak berbeda dengan 

kewajiban lainnya karena pajak harus dibayar terlepas dari siapa yang hadir. 

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah, Retribusi 

Daerah dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu: 

a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan 

oleh pemerintahan daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum 

serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa 

umum terdiri dari : 

1) Retribusi pelayanan kesehatan. 

2) Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan 

3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan 
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akte catatan sipil 

4) Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat 

5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 

6) Retribusi pelayanan pasar 

 

b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh 

pemerintahan daerah denga menganut prinsip komersial karena pada 

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi 

usaha terdiri dari : 

1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah 
 

2) Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan 
 

3) Retribusi tempat pelelangan 
 

4) Retribusi terminal 
 

5) Retribusi tempat khusus parkir 
 

6) Retribusi tempat penginapan/pesanggahan/villa 
 

c. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintahan 

daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas 

kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, 

prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum 

dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu 

terdiri dari : 

1) Retribusi izin mendirikan bangunan. 

 
2) Retribusi izin tempat penjualan minuman. 
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3) Retribusi izin gangguan. 
 

4) Retribusi izin trayek. 
 

Aturan atau spesifikasi penghitungan tarif retribusi 

daerah aturan atau spesifikasi penghitungan tarif 

retribusi daerah : 

a) Dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pelayanan yang 

bersangkutan, masyarakat, dan bidang kompetensinya, maka 

kebijakan daerah menjadi landasan prinsip dan cara yang digunakan 

untuk menetapkan tarif retribusi pelayanan publik. 

b) Memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan keuntungan 

yang benar yang diterima oleh pengusaha swasta sebanding yang 

beroperasi dengan baik dan beroperasi dengan harga pasar adalah 

dasar konsep dan tujuan dalam menetapkan tarif restitusi layanan 

bisnis. 

c) Konsep panduan dan tujuan yang digunakan untuk menetapkan tarif 

untuk beberapa biaya perizinan didasarkan pada keinginan untuk 

membayar semua atau sebagian dari biaya yang terkait dengan 

pengurusan izin yang bersangkutan. 

2. Pengertian Retribusi Persampahan/Kebersihan 

Berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2011, Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah 

pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus 

disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan 

orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang 

disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan 
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kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi 

atau badan. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah meliputi 

Pengambilan, Pengangkutan dan Pembuangan serta Penyediaan Lokasi 

Pembuangan/Pemusnahan sampah rumah tangga, industri, perdagangan dan 

lainnya. Prinsip dan sasaran yang dianut dalam Penetapan tarif retribusi 

ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, 

kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas 

pelayanan persampahan. 

d. Tata cara pemungutan 
 

1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain 

yang dipersamakan. 

2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. 

3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada 

waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi 

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi 

yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan 

menggunakan STRD. 

4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

didahului dengan surat teguran. 

5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati. 

e. Objek dan Dikecualikan dari Objek Pajak Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan 

1) Obyek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah 
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pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah, meliputi: 

a) pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi 

pembuangan sementara; 

b) pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi 

pembuangan sementara ke lokasi 

pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan 

c) penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; 

2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat 

ibadah, sosial dan tempat umum lainnya. 

3. Pelayanan Retribusi 

Pelayanan secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan 

atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, melalui 

pelayanan ini keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. 

  Menurut Kotler (Laksana, 2018), pelayanan adalah setiap tindakan 

atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang 

pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. 

Tujuan dari pelayanan pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk 

mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari :  

f. Transparansi, yakni pelayanan yang bersipat terbuka, mudah dan 

dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan 

disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.  
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g. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggung 

jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

h. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan 

kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap 

berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.  

i. Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta 

masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan 

memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 

j. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan 

diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, 

agama, golongan, status sosial, dan lain-lain.  

k. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan publik. 
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B. Tinjauan Empiris/Penelitian Terdahulu 
 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 
 
 

No. 

Nama 

Peneliti 

dan 

Tahun 

Penelitian 

 
 
 

Judul Penelitian 

 
 

Variabel 

(Kuantitatif) 

 
 

Alat 

Analisis 

 
 
 

Hasil Penelitian 

1. Lina 

Aryani 

(2017) 

Strategi 
Pemerintah 
Daerah Dalam 
Penerimaan 
Retribusi 
Pelayanan 
Persampahan Di 
Kota Tasikmalaya 

 Reduksi 
Data 
Penyajian 
Data 
verifikasi/k 
esimpulan 
yang diuji 
keabsaha 
nnya 
dalam 
triangulasi 
sumber. 

Dinas Lingkungan 
Hidup Kota 
Tasikmalaya 
kalau ditinjau dari 
teori yang peneliti 
gunakan strategi 
yang telah 
dilaksanakan oleh 
Dinas Lingkungan 
Hidup dalam 
mengoptimalkan 
retribusi 
pelayanan 
persampahan 
adalah strategi 
inti yakni dengan 
dibuatnya 
kebijakan 
pemerintah 
daerah terkait 
retribusi 
pelayanan 
persampahan. 

2. Eko 
Yulianto 
Widhi 
Hertomo 

Strategi 
peningkatan 
retribusi sampah 
rumah  tangga 

 Analisis 
Deskriptif. 

Hasil penelitian 

menunjukan 

bahwa kontribusi 
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 Nunung 
Kusnadi, 
A.Faroby 
Falatehan 
(2018) 

sebagai sumber 
pendapatan asli 
daerah Kota 
Bekasi 

  sampah masih 

sangat rendah 

yaitu 1,2 persen 

Pada tahun 2010 

dan menurun 

menjadi o,5 

persen pada 

tahun2016. 

3. Juanda 
Elia 
Rembet, 
Jentje J. 
Tinangon, 
Treesje 
Runtu 
(2018) 

Analisis efektifitas 
penagihan 
persampahan 
dan kontribusi 
terhadap 
pendapatan  asli 
daerah  Kota 
Tomohon. 

 Deskriptif 
Kuantitatif 

Hasil penelitianini 
menunjukanbahwa 
tingkatefektivitas 
penerimaan 
retribusi 
persampahan 
dikatakan fluktuatif 
karenamengalami 
penurunan 
kemudian 
peningkatan. 
Tahun 2015 dan 

2016 realisasinya 
sedikit 
dikarenakan 
minimnya 
petugas 
penagihan 
sampah. 
Sedangkan pada 
tahun 2017 
mengalami 
peningkatan 
yangcukup 
siginifikan 
realisasinya 
menjadi Rp. 
893.940.000 
atau 
44,69% (tidak 
efektif). 

4. Asep 
Sugara 
Dedy 
Kustuono 
(2019) 

Evaluasi 
Pendapatan Asli 
Daerah 
Berdasarkan 
Retribusi 
Pelayanan 
Sampah Di Kota 

 Studi 
Literatur 

Penelitian   ini 
menghasilkan 
empat formulasi 
penetapan tarif 
retribusi pelayanan 
sampah, , yaitu : 1) 
alternatif satu 
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  Tangerang   berdasarkan atas 
fakta di lapangan 
dengan 
menggunakan SNI 
3242, 2) alternatif 
dua berdasarkan 
atas penggunaan 
koefisen 
perubahan jumlah 
penduduk,  3) 
alternatif    tiga 
berdasarkan  atas 
penggunaan 
koefisen 
perubahan jumlah 
KK, dan    4) 
alternatif  empat 
berdasarkan  atas 
penggunaan 
koefisen  hierarki 
pendapatan 
penduduk. 

5. Wiwin Tri 
Puji 
Indriyani 
(2020) 

Analisis 
Penerimaan 
Retribusi 
Pelayanan 
Persampahan di 
Dinas Lingkungan 
Hidup Kota Tegal 

 Analisis 
Kontribusi 
Analisis 
Efektifitas 

Hasil analisis data 
menunjukan 
bahwa rata- rata 
kontribusi 
penerimaan 
retribusi  sampah 
terhadap    PAD 
111,96%,   masih 
dalam   kriteria 
kurang memiliki 
kontribusi. 
Pencapaian target 
penerimaan 
retribusi sampah 
kurang efektif yaitu 
63,40%.  Tahun 
2017-2019 
dikatakan 
fluktuatif karena 
mengalami 
penurunan 
kemudian 
peningkatan. 

6. Muhamma 
d Abd 
Rasyid 
Shodikien 
(2020) 

Efektivitas 
Penerimaan 
Pendapatan 
Retribusi 
Pelayanan 

 Analisis 
Deskriptif 
Kualitatif 
Analisis 
Efektivitas 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan 
bahwa pendapatan 
retribusi makassar 
sudah sangat 
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  Persampahan di 
Kota Makassar 

 Potensi efektif. Hal ini 
dikarenakan biaya 
yang dikeluarkan 
pemerintah yang 
sangat besar untuk 
mencapai realisasi 
pendapatan 
retribusi sampah. 

7. Eri 
Hermawa 
n 
(2021) 

Pengaruh 
Retribusi  Pasar 
Dan Retribusi 
Persampahan/Ke 
bersihan 
Terhadap 
Pendapatan   Asli 
Daerah   Kota 
Sukabumi 

Retribusi 
Pasar (X1) 
Retribusi 
Persampaha 
n/Kebersihan 
(X2) 
Pendapatan 
Asli Daerah 
(Y) 

Analisis 
Regresi 
Linier 
Berganda 

Hasil dari 
penelitian  yang 
telah dilakukan 
oleh   penulis 
secara 
keseluruhan 
kontribusi retribusi 
pasar berpengaruh 
positif terhadap 
Pendapatan Asli 
daerah  sebesar 
2,519>2.002. 

8. Hendry 
Saladin 
Muhamad 
Najib 
Dewi 
Santika 
(2021) 

Efektivitas 
Penerimaan 
Retribusi 
Pelayanan 
Persampahan 
dan Kebersihan 
Kabupaten 
Panukal Abab 
Lematang Ilir 

 Analisis 
Efektivitas 

Berdasarkan hasil 
pembahasan, 
dapat disimpulkan 
bahwa  target 
realisasi 
pencapaian 
retribusi dari tahun 
2016 sampai 
dengan 2018 
mengalami stabil. 

9. Jeffriansy 
ah Dwi 
Sahputra 
Amory 
Tri Frida 
Suryati 
(2022) 

Analisis 
Kontribusi 
Retribusi Sampah 
Terhadap 
Pendapatan 
Daerah 
Kabupaten 
Mamuju 

 Analisis 
Kontribusi 

Hasil penelitian ini 
menyatakan 
bahwa kontribusi 
retribusi  sampah 
terhadap 
Pendapatan 
Daerah Kabupaten 
Mamuju   selama 
periode tahun 

2016 sampai 
dengan periode 
tahun 2020 

berkisar antara 
0.35%        sampai 
0.62% dengan 
ratarata kontribusi 
mencapai 0.44%. 

10. Yuni Puji 
Lestari 
T.P 

Analisis Retribusi 
Pelayanan 
Persampahan/Ke 

 Analisis 
Data 
Kuantitatif 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan 
bahwa 
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 Nurul 
Afifah 
Veronika 
Sari Den 
Ka (2022) 

bersihan di Kota 
Makassar 

  pemungutan 
retribusi pelayanan 
persampahan/keb 
ersihan di  Kota 
Makassar  melalui 
pengenaan   tarif 
retribusi 
persampahan 
telah sesuai 
dengan Peraturan 
Wali  Kota 
Makassar    Nomor 
56 Tahun 2015 
tentang 
Peninjauan  Tarif 
Retribusi 
Pelayanan 
Persampahan/Keb 
ersihan. 

Sumber: Data diolah peneliti, Februari 2023 

 
C. Kerangka Pikir 

 
Sangat penting untuk merumuskan topik untuk diskusi secara skematis 

agar lebih mudah dipahami dan memberikan fokus penelitian. Hanya 

penerimaan retribusi sampah yang terlihat pada pendapatan asli daerah 

dijelaskan pada gambar di bawah ini (PAD). Dengan menggunakan kerangka 

penelitian, maka dapat diringkas sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian 
 

Sumber : Data diolah peneliti, Februari 2023 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

deskriptif, khususnya teknik penelitian berbasis positivis yang digunakan untuk 

melihat populasi atau sampel tertentu. Untuk menilai hipotesis yang telah 

diterapkan, analisis data bersifat kuantitatif atau deskriptif. Pengumpulan data 

melibatkan peralatan penelitian (Sugiyono, 2011). 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
 

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan Kabupaten Majene yang beralamat di Jln. Jendral Ahmad Yani 

No.92. Waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan, Februari – April 2023. 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Menurut Suliyanto (2005), bentuk-bentuk data yang digunakan 

dalam penelitian untuk mengumpulkan data atau informasi yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Data Kuantitatif yaitu data yang dinyatakan secara numerik dan 

hasil perhitungan dan pengukuran disebut sebagai data kuantitatif. 

Perhitungan target dan realisasi retribusi pendapatan daerah pada dinas 

lingkungan dan sanitasi menjadi data kuantitatif dalam penelitian ini. 

2. Sumber Data 

Berikut adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini: 
 

a. Data Primer 
 

Suliyanto (2005), mendefinisikan data primer sebagai 
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informasi yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber 

pertama. Data primer dikumpulkan untuk penelitian ini melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

b. Data Sekunder 

 
Suliyanto (2005), mendefinisikan data sekunder sebagai 

informasi yang telah dirilis atau digunakan oleh organisasi tanpa 

mengolahnya. Bukti dan statistik pemenuhan penerimaan retribusi 

sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten 

Majene digunakan sebagai data sekunder untuk penelitian ini, 

beserta informasi struktur organisasi, uraian tugas, dan tugas. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Sebagai acuan generalisasi, wilayah terdiri dari hal-hal atau subjek 

yang dipilih peneliti untuk diteliti dan ditarik hasilnya (Sugiyono, 2017). 

Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2020–

2022, yang juga memuat realisasi Pendapatan Retribusi 

Kebersihan/Persampahan Kabupaten Majene, dijadikan sebagai populasi 

penelitian. 

2. Sampel 

Data target dan realisasi penerimaan retribusi 

kebersihan/persampahan merupakan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini untuk menilai keberhasilan dan potensi perolehan uang 

retribusi sampah di Kabupaten Majene selama periode 3 tahun, dari tahun 

2020 - 2022. Dengan menggunakan metode purposive sampling. 

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 
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pertimbangan tertentu dalam (Sugiyono, 2016). 

E. Metode Pengumpulan Data 
 

Menurut Sugiyono (2012), penulis menggunakan metodologi penelitian 

berikut untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan untuk 

penelitian ini : 

1. Observasi 
 

Teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan informasi 

tentang perilaku manusia, operasi bisnis, dan, jika ukuran sampel 

responden yang diamati tidak terlalu besar, peristiwa alam. Dengan 

mengumpulkan informasi pembuatan tugas akhir ini, data terkait 

observasi dalam penelitian ini diperoleh langsung dari instansi. 

2. Wawancara 

 
Ketika melakukan penelitian pendahuluan untuk mengidentifikasi 

masalah yang perlu diteliti atau ketika responden sedikit dan peneliti ingin 

mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari mereka, wawancara 

adalah strategi pengumpulan data yang baik. Metode pengumpulan data 

wawancara dapat dilakukan secara langsung atau melalui telepon, dan 

dapat terstruktur atau tidak terstruktur. 

3. Studi Pustaka 

 
Penelitian teoretis tentang nilai, budaya, dan norma yang muncul 

dalam konteks sosial yang diteliti antara lain ditemukan dalam studi 

kepustakaan. Saat melakukan penelitian, tinjauan literatur sangat penting 

karena dapat membantu pembuatan tugas akhir. 

F. Definisi Operasional Variabel 

 
Adapun defenisi operasional variabel dalam penelitian ini, yaitu : 
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1. Variabel Independent 
 

Variabel independent adalah variabel bebas yaitu variabel yang 

menjadi sebab terjadinya (pengaruhnya) variabel dependent (variabel tak 

bebas). Variabel independent ini dalam penelitian ini adalah penerimaan 

retribusi. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya 

disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan 

persampahan/kebersihan yang khusus disediakan atau diberikan oleh 

Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

2. Variabel Dependent 

 
Variabel dependent adalah variabel tak bebas yaitu variabel yang 

nilainya dipengaruhi oleh variabel independent. Variabel dependent 

dalam penelitian ini adalah pelayanan persampahan/kebersihan. 

Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah meliputi Pengambilan, 

Pengangkutan dan Pembuangan serta Penyediaan Lokasi 

Pembuangan/Pemusnahan sampah rumah tangga, industri, perdagangan 

dan lainnya. 

G. Teknik Analisis Data 

 
Menurut Suliyanto (2005), pendekatan analisis data penelitian adalah 

sebagai berikut untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan 

untuk penyelidikan : 

1. Deskriptif Kuantitatif 
 

Suliyanto (2005), menyatakan bahwa data dinyatakan sebagai 

angka dan hasil perhitungan dan pengukuran. Perhitungan target dan 

realisasi retribusi persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan Kabupaten Majene merupakan contoh data kuantitatif yang 
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digunakan dalam penelitian ini. 

2. Analisis Kontribusi 
 

Handoko (2008), definisikan sebagai kontribusi. Analisis kontribusi 

adalah analisis data yang menetapkan besarnya kontribusi retribusi jasa 

umum terhadap PAD, menurut Darise (2009).  

Kontribusi = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ𝑎𝑛

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝐴𝑒𝑟𝑎ℎ
 × 100%   

Tabel kriteria di bawah ini dapat digunakan untuk  mengidentifikasi 

kontribusi secara lebih rinci :  

Presentase Kriteria 

0,0% - 0,9% Relatif tidak kontribusi 

1% - 1,9% Kurang memiliki kontribusi 

2% - 2,9% Cukup memliki kontribusi 

3% - 3,9% Memiliki kontribusi 

>40% Sangat memiliki kontribusi 

Sumber : Darise 2009 

 

3. Analisis Efektivitas 
 

Efektivitas, menurut Schemerhon Jhon (2014), adalah korelasi 

antara output dan pencapaian tujuan atau sasaran. Jika suatu prosedur 

atau tindakan berhasil mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan, 

maka dapat dikatakan efektif. Retribusi persampahan dapat dikategorikan 

tingkat efektivitasnya : 

Efektivitas Retribusi Persampahan = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 
× 100% 

 

  Kriteria keefektifan berikut dapat digunakan untuk   menentukan 

nilai keefektifan secara lebih rinci : 
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Presentase 
Kriteria 

Diatas 100% Sangat efektif 

Perolehan diantara 90% - 100% Efektif 

Pencapaian antara 80% - 90% Cukup efektif 

Perolehan diantara 60% - 80% Kurang efektif 

Dibawah 60% Tidak efektif 

Sumber : Schemerhon Jhon 2014 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian  

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan Peraturan 

Bupati Majene Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas 

Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Majene mempunyai tugas 

membantu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan di bidang 

lingkungan hidup dan kebersihan, serta menyusun dan melaksanakan 

kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup dan kebersihan. 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagai Organisasi 

Perangkat Daerah mempunyai tugas dan fungsi dalam perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup yang memiliki peran penting dalam 

perencanaan dan pengendalian pembangunan yang tertuang dalam Undang-

undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup yakni : 

1. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten / kota 

2. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten / kota 

3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH 

Kabupaten / Kota 

4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan 

UKL-UPL 

5. Menyelenggarakan inventarisasi sumberdaya alam dan emisi gas 

rumah kaca pada tingkat kabupaten / kota 

6. Mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan 
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7. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup 

8. Memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan 

9. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung 

jawab usaha dan / atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan 

lingkungan dan peraturan perundang-perundangan  

10. Melaksanakan standar pelayanan minimal 

11. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan 

keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak 

masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten / kota 

12. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten / kota 

13. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi 

lingkungan hidup tingkat kabupaten / kota 

14. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan 

15. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten / kota 

16. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat 

kabupaten / kota. 

Bagan / struktur organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan Kabupaten Majene berdasarkan Peraturan Bupati Majene 

Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 

Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Majene dapat dilihat dibawah ini : 

 

  



 
 

28 
 

  

 

  

SEKRETARIS 

KASUBAG 
PROGRAM DAN 

KEUANGAN 

KASUBAG UMUM 
DAN 

KEPEGAWAIAN 

BIDANG KEBRSIHAN DAN 
PENINGKATAN 

KAPASITAS LINGKUNGAN 
HIDUP 

BIDANG 
PENGENDALIAN DAN 

PENCEMARAN, 
KERUSAKAN DAN 

PEMELIHARAAN LH 

SEKSI PENGADUAN 
DAN 

PENYELESAIAN 
SENGKETA 

LINGKUNGAN 

SEKSI 
PENEGAKAN 

HUKUM 
LINGKUNGAN 

KEPALA DINAS 

SEKSI 
PENGELOLAAN 

SAMPAH 

SEKSI 
PENGELOLAAN 

B3 

SEKSI 
PENINGKATAN 

KAPASITAS 
LINGKUNGAN 

HIDUP 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

SEKSI 
PENGENDALIAN 

PENCEMRAN 
LINGKUNGAN 

BIDANG PENATAAN 
DAN PENATAAN 

PPLH 

SEKSI 
PERENCANAA DAN 

KAJIAN DAMPAK 
LINGKUNGAN 

SEKSI 
PENGENDALIAN 

KERUSAKAN 
LINGKUNGAN 

SEKSI 
PEMELIHARAAN 

LINGKUNGAN 
HIDUP 

UPTD 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi DLHK 

Sumber : Kantor DLHK Kab. Majene 
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Uraian tugas dan fungsi dari susunan organisasi Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kebersihan Kabupaten Majene adalah sebagai berikut : 

1. KEPALA DINAS 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dipimpin oleh seorang 

Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam 

menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Lingkungan 

Hidup dan Kebersihan. 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai fungsi 

mengkoordinir, mengarahkan, membimbing dan membina dan 

memberdayakan unsur manajemen Organisasi Perangkat Daerah 

bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan, yang meliputi : 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan. 

b. Pelaksanaan Perencanaan, Pengawasan, Pemantauan dan 

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. 

c. Pengkoordinasian kegiatan instansi terkait dalam hal Pengendalian 

Dampak Lingkungan. 

d. Penegakan Hukum Lingkungan secara administratif, Perdata dan 

Pidana terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 

Hidup dengan mengembangkan skema Insentif – Desentif dan 

pelaksanaan perjanjian di bidang Pengendalian Dampak 

Lingkungan Hidup. 

e. Pelaksanaan Pelayanan Lingkungan Hidup dan mengacu pada 

Standar Pelayan Minimal (SPM) di Bidang Lingkungan Hidup. 
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f. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan yang meliputi 

penerapan AMDAL, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), 

Laboratorium Lingkungan. 

g. Pengkoordinasian dan Pengawasan dalam rangka Konservasi 

Sumber Daya Alam dan Hutan. 

h. Pelaksanaan Pengendalian Tata Ruang Pengkoordinasian dan 

Peningkatan Keterpaduan dalam Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Daya 

Dukung dan Daya Tampung Lingkungan. 

i. Pelaksanaan Pembinaan dan Partisipasi Masyarakat, Lembaga Non 

Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

kebersihan serta Kehutanan. 

j. Pelaksanaan dan tugas yang diberikan oleh Bupati. 

1. Sumber daya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

Dalam mengemban tugasnya untuk membantu Kepala Daerah 

dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang lingkungan hidup 

dan kebersihan, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

Kabupaten Majene didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya 

asset/modal dan unit usaha yang masih operasional. 

a. Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan 

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting 

yang harus dimiliki oleh instansi/organisasi, karena manusia 

sebagai pelaksana kegiatan sangat menentukan akan capaian 

tingkat kinerja atau keberhasilan instansi/organisasi tersebut 
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dalam mencapai tujuannya.  Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan Kabupaten Majene saat ini telah didukung oleh 

sumber daya manusia yang memiliki kemampuan skill yang cukup 

berpengalaman di bidangnya.  Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang 

tersedia sebanyak 62 orang dengan latar belakang 

pangkat/golongan dan tingkat pendidikan yang berjenjang yang 

terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris, 1 Kasubag Program dan 

Keuangan, 1 Kasubag umum dan Kepegawaian, 3 Kepala Bidang, 

9 Kepala Seksi, 1 Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan  dan 

sebagai pendukungnya terdapat 45 orang staf yang terbagi 

menjadi 7 Orang tenaga administrasi kantor dan 38 orang 

merupakan Petugas lapangan.  Selain itu dibantu pula oleh tenaga 

kontrak atau honorer sebanyak 99 orang.  

Namun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Nomor 17 Tahun 2021 

Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke dalam Jabatan 

Fungsional, maka telah ditetapkan jabatan fungsional pada lingkup 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebanyak  9 orang per 

tanggal 31 Desember 2021 .  Hal tersebut telah dipertegas 

kembali dengan adanya Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah 

Kementerian Dalam Negeri Nomor 800/8133/OTDA Tanggal 9 

Desember 2021 Perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Barat dan 

Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Barat.   Hal ini dapat dilihat 

pada Tabel dibawah ini :  
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Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Tahun 2021 

ESELON JUMLAH 

II 1 

III 4 

IV 3 

Jabatan Fungsional 9 

Staff 45 

Jumlah 62 
Sumber Data: Kantor DLHK Kab. Majene, Mei 2023  

Tabel 2.3 Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2021 

GOLONGAN JUMLAH PEGAWAI 

IV. c 1 

IV. a 4 

III d 7 

III c 4 

III b 4 

III a 9 

II d - 

II c 4 

II b 6 

II a 22 

I d - 

I c 7 

I b - 

I a - 

Jumlah 62 
Sumber Data: Kantor DLHK Kab. Majene, Mei 2023 

 
Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2021 

NO. PENDIDIKAN TERAKHIR JUMLAH 

1 Sekolah Dasar 2 

2 
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 
(SLTP) 

7 

3 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 28 

4 Diploma 1 - 

5 Diploma 2 - 

6 Diploma 3 - 

7 Diploma 4 - 

8 S1 18 

9 S2 7 

10 S3 - 
Sumber Data: Kantor DLHK Kab. Majene, Mei 2023 
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Tabel 4.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021 

NO.  JENIS KELAMIN JUMLAH 

1 Laki-laki 48 

2 Perempuan 12 
Sumber Data: Kantor DLHK Kab. Majene, Mei 2023 

 
Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa kualitas dan 

kuantitas sumberdaya manusia yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kebersihan Kabupaten Majene cukup memadai untuk menjalankan 

aktifitas pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.  Namun untuk 

meningkatkan kinerja serta optimalisasi dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat terutama pengelolaan persampahan, Perizinan 

Lingkungan serta pelestarian lingkungan hidup yang menjadi salah satu 

agenda penting bagi Pemerintah Daerah, maka perlu ada penambahan 

jumlah pegawai baik yang berstatus ASN maupun Non ASN.  Selain itu, 

sangat dibutuhkan berbagai pelatihan pendidikan tentang lingkungan , 

bimbingan teknis tentang Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), 

pengelolaan sampah dan lain-lain.   

Berdasarkan visi Bupati Majene H. ANDI ACHMAD SYUKRI 

TAMMALELE, SE, MM dan Wakil Bupati ARIS MUNANDAR, S.STP, MM 

dan gambaran cita-cita serta harapan masyarakat yang ingin 

diwujudkannya dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah : “MAJENE UNGGUL, 

MANDIRI DAN RELIGIUS”. 

Penjabaran dari visi di atas adalah : 

Majene Unggul Bermakna : Menjadikan Kabupaten Majene sebagai 

daerah yang senantiasa terdepan dalam pembangunan sumber daya 

manusia yang berdaya saing tinggi, peningkatan kualitas 

penyelenggaraan pemerintahan. 
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Majene Mandiri bermakna : Terwujudnya kemandirian ekonomi 

Kabupaten Majene yang berbasis potensi sumber daya alam yang 

berbasis kearifan lokal untuk menciptakan stabilitas pertumbuhan 

ekonomi, serta memiliki militansi terhadap arus perubahan global 

dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. 

Majene Religius  bermakna : Kehidupan masyarakat Kabupaten 

Majene yang mengamalkan nilia-nilai agama yang berlandaskan 

pada Tuhan Yang Maha Esa, Budaya dan Kearifan Lokal yang 

tercermin dalam tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram 

dan nyaman.  

Dengan demikian visi Kabupaten Majene yang Unggul, Mandiri dan 

Religius bermakna layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, 

pembangunan manusia, infrastruktur dan layanan publik lainnya.  

Kemudian memfasilitasi kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha 

yang berbasis pada kemandirian yang pada gilirannya akan secara terus 

menerus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Tujuan akhir dari 

pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut akan mendorong 

terwujudnya masyarakat religius sebagai perwujudan nilai-nilai luhur yang 

mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan 

dasar dalam dasar bermasyarakat yang aman, tenteram dan nyaman.  

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut selanjutnya 

dijabarkan dalam 4 (Empat) misi.  Hal ini tidak lepas dari pemaknaan misi 

yaitu perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam 

mencapai visi yang telah ditetapkan sebagai berikut : 

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Majene yang Unggul dan 
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Kompetitif 

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik melalui pemerintahan yang 

modern dan akuntabel 

3. Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah berbasis sumber 

daya alam dan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan 

4. Mewujudkan masyarakat Majene yang berbudaya, berkearifan local 

dan agamis. 

Dari 4 butir misi diatas, terdapat 1 misi yang terkait dengan 

penyelenggaaraan Lingkungan hidup yakni Misi ketiga : Mewujudkan 

kemandirian perekonomian daerah berbasis sumber daya alam dan 

pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan. 

B. Hasil Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Dan 

Kebersihan Kabupaten Majene tentang “ Analisis Penerimaan Retribusi 

Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan 

Kabupaten Majene" memperoleh data penelitian sebagai berikut 

1. Penerimaan Retribusi Sampah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) 

Penerapan terkait retribusi diatur dalam Peraturan Daerah No. 12 

Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, 

dimana instansi yang mempunyai kewenangan dalam memungut rertibusi 

pelayanan persampahan/kebersihan adalah Kantor Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kebersihan. Tata cara pemungutan retribusi, dipungut dengan 

menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumn 

lain yang dipersamakan atau dapat berupa karcis, kupon dan kartu 
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langganan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada 

waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa 

bunga sebesar 2%. Adapaun struktur dan besarnya tarif retribusi yang 

telah ditentukan dalam Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011. Struktur 

dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.5 Struktur dan besarnya tarif retribusi 

NO. JENIS 
TARIF 
(Rp) 

1 2 3  

1.  Instansi Pemerintah  50.000,-/ bulan 

2.  Instansi Swasta 25.000,-/ bulan 

3.  Sekolah - sekolah  

 a. SD / MI / TK 25.000,-/ bulan 

 b. SMP / MTS 25.000,-/ bulan 

 c. SMA / MA 25.000,-/ bulan 

 d. Perguruan Tinggi 25.000,-/ bulan 

4. Rumah / Tempat Tinggal 5.000,-/ bulan  

5. 
Hotel / Penginapan / Asrama 
dan Semacamnya 

10.000,-/ bulan 

6. 
Toko / Toserba / Mall, 
Supermaket dan Tempat 
Usaha lainnya. 

10.000,-/ bulan 

7. 
Rumah Makan / Restoran / 
Warung  

10.000,-/ bulan 

8. 
Salon / Pangkas Rambut / 
Apotik / Toko / Obat dan 
Semacamnya 

10.000,-/ bulan 

9. Bengkel / Servis 10.000,-/ bulan 

10. Pelayan Temporer             100.000,-/ keg 

 PNS 5.000,-/ bulan 

11. Pasar  

 
a. Pedagang Kaki Lima / 

Kios / Los 
7.000,-/ bulan 

 b. Pedagang Insidentil 5.000,-/ bulan 

12. Sampah Luar Biasa               50.000,-/ m3 

13. Pabrik / Industri / Gudang 10.000,-/ bulan 

Sumber Data: Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 

Pada retribusi pelayanan persampahan menghadapi kendala dalam 

administrasi, seperti pemahaman masyarakat yang kurang tentang tarif 

yang rumit, pelayanan sampah yang tidak efektif, dan rendahnya 
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kesadaran masyarakat terhadap pemungutan retribusi pelayanan 

persampahan. Oleh karena itu, pengelolaan administrasi pada Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Majene, khususnya dalam 

pemungutan retribusi pelayanan sampah masih kurang tepat.  

Tabel 4.6 TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI PERSAMPAHAN 

TAHUN 2020-2022 

NO. Tahun 
Target 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

1. 2020 Rp.389.880.000 Rp.373.414.000 95,78% 

2. 2021 Rp. 520.020.000 Rp.341.169.000 65,61% 

3. 2022 Rp. 550.000.000 Rp.399.195.700 72,58% 

Sumber Data: Kantor DLHK Kabupaten Majene, Mei 2023 

Tingkat efektivitas retribusi persampahan dikatakan fluktuasi 

karena  mengalami penurunan kemudian peningkatan. Di tahun 2021 

realisasinya sedikit dikarenakan minimnya petugas penagihan retribusi 

sampah. Di tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan 

95,78% (efektif). Walaupun efektif, tingkat efektifitas retribusi sampah 

ditahun 2020 merupakan yang terbesar karena pemerintahan telah 

melakukan beberapa cara untuk meningkatkan realisasi retribusi sampah. 

Lalu pada tahun 2021 dari target kontribusinya sebesar 95,78% 

realisasinya menurun menjadi 65,61%. Kemudian di tahun 2022 naik 

menjadi 72,58% dari target sebesar 65,61%, realisasi mulai mengalami 

kenaikan karena pemerintah telah melakukan beberapa cara agar 

realisasi retribusi persampahan dapat naik. Hal ini disebabkan semakin 

baik pelayanan yang diberikan petugas pelayanan yang diberikan 

petugas kebersihan, maka masyarakat akan tersedia membayar atas jasa 

yang diberikan. 
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2. Analisis Kontribusi 

Tabel 4.7 Realisasi Kontribusi PAD Tahun 2020-2022 

Tahun 
Realisasi Retribusi 

Persampahan 
(Rupiah) 

Realisasi PAD 
(Rupiah) 

Pencapaian 
Target 

(%) 

2020 Rp. 373.414.000 Rp. 346.650.000 107,72% 

2021 Rp. 341.169.000 Rp. 309.456.000 110,25% 

2022 Rp. 399.195.700 Rp. 360.354.700 110,78% 

Rata-
rata 

  254,90% 

Sumber Data: Kantor DLHK Kab. Majene, Mei 2023 

Menurut Handoko (2006) Kontribusi adalah suatu besar sumbangsih 

terhadap suatu hal atau kerugian yang terlaksana. 

Menurut Darise (2006) analisis kontribusi adalah analisis data yang 

menentukan besarnya kontribusi retribusi jasa umum terhadap PAD. 

a. Kontribusi Tahun 2021 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2020

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑙𝑖 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
× 100% 

         = 
373.414.000

346.650.000
× 100% = 1,07% 

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pada tahun 2020 kontribusi 

retribusi persampahan terhadap PAD Kabupaten Majene yaitu 1,07% 

dengan kriteria kurang memiliki kontribusi dikarenakan petugas retribusi 

persampahan telah melakukan beberapa cara agar realisasi retribusi 

persampahan mencapai target.  

b. Kontribusi Tahun 2021 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2021

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑙𝑖 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
× 100% 

         = 
341.169.000

309.456.000
 × 100% = 1,1% 

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pada tahun 2021 kontribusi 

retribusi persampahan terhadap PAD Kabupaten Majene yaitu 1,1% 

dengan kriteria kurang memiliki kontribusi dikarenakan realisasi yang 
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didapat menurun pada tahun 2021 dimana realisasi yang didapat pada 

tahun 2020 sebesar Rp.373.414.000 dan realisasi yang didapat pada 

tahun 2021 sebesar Rp.341.169.000. 

c. Kontribusi Tahun 2022 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2022

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑙𝑖 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
× 100% 

         = 
399.195.700

360.354.700
 × 100% = 1,1% 

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pada tahun 2022 kontribusi 

retribusi persampahan terhadap PAD Kabupaten Majene yaitu 1,1% 

dengan kriteria kurang memiliki kontribusi namun setidaknya realisasi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan dimana pada tahun 

2021 realisasi yang didapat sebesar Rp.341.169.00 dan pada tahun 2022 

meningkat sebesar Rp.399.354.700 meskipun hanya sedikit. 

 

 

Gambar 4.2 Grafik Kontribusi Tahun 2020-2022 

Sumber : Data diolah, 2023 
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3. Analisis Efektivitas 

Tabel 4.8 Efektivitas Retribusi Persampahan Kabupaten Majene 

Tahun 2020-2022 

Tahun 
Target 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

Persentase 
(%) 

Tingkat 
Efektivitas 

2020 Rp.389.880.000 Rp.373.414.000 95,78% Efektif 

2021 Rp.520.020.000 Rp.341.169.000 65,61% 
Kurang 
Efektif 

2022 Rp.550.000.000 Rp.399.195.700 72,58% 
Kurang 
Efektif 

Sumber Data: Kantor DLHK Kabupaten Majene, Mei 2023 

Menurut Schemerhon Jhon (2014) menyatakan bahwa efektivitas 

adalah hubungan antara keluaran dengan sasaran atau tujuan yang 

harus dicapai. Dapat dikatakan efektif jika suatu proses atau kegiatan 

dapat mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. 

Retribusi persampahan dapat dikategorikan tingkat efektivitsnya : 

a. Efektivitas Retribusi Tahun 2020 = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2020

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖
× 100% 

= 
373.414.000

389.880.000
 × 100% = 95,78% 

Berdasarkan hasil analisis efektivitas Pada tahun 2020 tingkat 

efektivitas penerimaan retribusi dikatakan efektif. Tetapi masih belum 

dapat mencapai target dikarenakan target realisasi sebesar 

Rp.389.880.000 sedang realisasi retribusi yang diperoleh sebesar 

Rp.373.414.000 dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam 

membayar retribusi sampah setiap bulannya. 

b. Efektivitas Retribusi Tahun 2021 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2021

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖
 × 100% 

 = 
341.169.000

520.020.000
 × 100% = 65,61% 
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Berdasarkan hasil analisis efektivitas Pada tahun 2021 tingkat 

efektivitas penerimaan retribusi dikatakan kurang efektif. Efektivitas 

retribusi pada tahun ini mengalami penurun dari tahun sebelumnya 

dimana realisasai pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 sebesar 

Rp.373.414.00 dan pada tahun 2021 sebesar Rp.341.169.00 karena 

minimnya petugas penagih retribusi persampahan dan kurangnya 

kesadaran masyarakat untuk langsung membayar sampah tanpa ditagih. 

c. Efektivitas Retribusi Tahun 2022 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2022

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖
 × 100% 

 = 
399.195.700

550.000.000
 × 100% = 72,58% 

Berdasarkan hasil analisis efektivitas Pada tahun 2022 tingkat 

efektivitas penerimaan retribusi masih dikatakan kurang efektfif karena 

persentase efektivitas tidak mencapai 100%. Namun meskipun kurang 

efektif tetapi realisasinya mengalami peningkatan yang sangat besar 

dimana realisasi pada tahun 2021 sebesar Rp.341.169.000 dan pada 

tahun 2022 Rp.399.195.700. Hal itu dikarenakan pemerintahan telah 

melakukan beberapa cara untuk meningkatkan realisasi retribus 

persampahan. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti telah melakukan 

wawancara kepada Ibu Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan Kabupaten Majene yaitu Ibu Hj. Risma Yuliaty, S.Pd., dengan 

memberikan beberapa pertanyaan salah satunya tentang retribusi 

persampahan yaitu mengapa setiap tahunnya retribusi sampah tidak 

pernah sampai pada target yang telah ditentukan oleh pemerintah? 

Jawaban Ibu Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

Kabupaten Majene adalah sebagai berikut : 
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1. Setiap tahun target yang diberikan selalu bertambah. 

2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi 

sampah. 

3. Kurangnya armada / mobil pengangkut sampah sehingga 

pengambilan sampah kadang terlambat. 

4. Petugas penagih retribusi sampah kurang efektif dalam 

menjalankan tugasnya menagih retribusi sampah. 

Maka dapat kita simpulkan bahwa retribusi sampah tidak 

mencapai pada target yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu 

disebabkan oleh beberapa faktor sesuai hasil wawancara peneliti 

dengan Ibu Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

Kabupaten Majene. 

 

C. Pembahasan  

1. Penerimaan Realisasi Retribusi Kontibusi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) di Kabupaten Majene 

Realisasi merupakan penjumlahan dari seluruh upaya 

pelaksanaan anggaran, yang juga mencakup analisis dan evaluasi 

pelaksanaan anggaran. Sasaran realisasi anggaran ini adalah untuk 

memberikan masukan dan tindak lanjut agar dapat berjalan pada periode 

mendatang. 

Berdasarkan tabel 4.7 perhitungan diatas, terbukti bahwa 

telah terjadi peningkatan dalam penerimaan retribusi persampahan 

dari waktu ke waktu. Akibat rendahnya pengetahuan masyarakat 

tentang retribusi sampah, kontribusi PAD Kabupaten Majene dari 

retribusi sampah pada tahun 2020 kontribusi sebesar 1,07%. 
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Kontribusi sebesar 1,10% pada tahun 2021 sebagai hasil dari 

berbagai langkah pemerintah untuk meningkatkan realisasi retribusi 

persampahan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tujuan 

retribusi sampah mengalami perubahan, namun tetap tumbuh 

menjadi 1,10% dari target tersebut meningkat dan realisasi PAD juga 

mengalami peningkatan.  

2. Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Realisasi 

Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Semua penerimaan atau pendapatan yang masuk ke kas daerah 

berasal dari sumber-sumber yang ada di daerah, dihimpun sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan daerah dan selanjutnya diterapkan pada 

kebutuhan daerah.  

Berdasarkan tabel 4.7 perhitungan diatas, terbukti bahwa telah 

terjadi peningkatan dalam penerimaan retribusi persampahan dari waktu 

ke waktu. Akibat rendahnya pengetahuan masyarakat tentang retribusi 

sampah, kontribusi PAD Kabupaten Majene dari retribusi sampah 

menurun pada tahun 2020. Kontribusi tersebut kemudian naik sebesar 

1,10% pada tahun 2021 sebagai hasil dari berbagai langkah pemerintah 

untuk meningkatkan realisasi retribusi persampahan. Jika dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya, tujuan retribusi sampah mengalami 

perubahan, namun tumbuh menjadi 1,107% dari target tersebut 

meningkat dan realisasi PAD juga mengalami peningkatan.  

3. Efektivitas Penerimaan / Pemungutan Retribusi Pelayanan 

Persampahan 

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menggambarkan seberapa 
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baik suatu tujuan dicapai sehubungan dengan rencana awal dalam hal 

kualitas, kuantitas dan waktu. 

  Berdasarkan tabel 4.7 penerimaan retribusi sampah setiap 

tahunnya mengalami peningkatan. Ditahun 2020 realisasinya hampir 

mencapai target yaitu Rp. 373.414.000 atau 95,75% hal itu dikarena 

kesadaran masyarakat yang semakin besar akan perlunya membayar 

iuran sampah setiap bulan. Pada tahun 2021 realisasi mengalami 

penurunan yaitu sebesar Rp. 341.169.000 atau 65,61% dikarenakan 

targetnya semakin bertambah dan pada tahun 2021 juga digemparkan 

dengan wabah Covid-19 yang menyebabkan masyarakat malas 

membayar iuran sampah. Berbeda dengan tahun 2022 yang realisasinya 

meningkat signifikan menjadi Rp. 399.195.700 atau 72,58%. Hal ini 

dikarenakan berbagai langkah telah dilakukan pemerintah untuk 

mendongkrak realisasi retribusi persampahan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang 

tentang “Analisis Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan Di 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Majene”, dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Penerimaan retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan Kabupaten Majene dari tahun 2020 hingga 2022 

mengalami peningkatan. Dengan rata-rata kontribusi sebesar 

254,90%, kontribusi penerimaan retribusi persampahan masuk 

dalam membahas kategori sangat memiliki kontribusi tapi 

pemerintah harus tetap meningkatkan pelayanannya terhadap 

masyarakat yang ingin membayar retribusi persampahan. 

2. Keberhasilan memungut retribusi persampahan secara umum 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Majene 

dapat dinyatakan bahwa efektifitas retribusi persampahan 

mengalami fluktuasi antara tahun 2020 dan 2022 karena sempat 

menurun kemudian naik. 

Meskipun masuk dalam kriteria kurang efektif, efektivitas perolehan 

retribusi sampah pada tahun 2019 meningkat menjadi 72,58%, dan hal ini 

berdampak langsung pada tingkat pelayanan yang diberikan dan 

kemauan masyarakat untuk membayar sampah. 

B. Saran  

Bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Majene 
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diharapkan dapat mengevaluasi atau mengkaji ulang sistem pemungutan 

yang ada, menambah dan memperbaiki infrastruktur dalam pengelolaan 

sampah, lebih tegas dalam pemberian sanksi, serta sosialisasi harus 

dijalankan. Untuk masyarakat harus memiliki kesadaran untuk membayar 

retribusi tepat pada waktunya. Dengan demikian maka penerimaan 

retribusi sampah semakin besar, serta dapat memberikan kontribusi yang 

lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
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